PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1990
TENTANG PENDIDIKAN DASAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Meni nmbang :

a. bahwa dengan neni ngkat nya hubungan kerjasanma antar bangsa
dal am era gl obal i sasi, perlu nmenyesuai kan peraturan
pendi di kan dasar untuk nendukung kerjasama di bi dang
pendi di kan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan untuk neni ngkat kan
masyar akat berperan serta dal am pendi di kan dasar di pandang
perl u mengubah Peraturan Pemerintah Nonor 28 Tahun 1990
t ent ang Pendi di kan Dasar;

Mengi ngat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.  Undang-undang Nonor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendi di kan
Nasi onal (Lenbaran Negara Tahun 1989 Nonor 6, Tambahan
Lenbaran Negara Nonmor 3390);

3. Peraturan Penerintah Nonmor 28 Tahun 1990 tentang Pendi di kan
Dasar (Lenmbaran Negara Tahun 1990 Nonor 36, Tanbahan
Lenbaran Negara Nonor 3412);

MEMUTUSKAN

Menet apkan :
PERATURAN PEMERI NTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH NOMCOR 28 TAHUN 1990
TENTANG PENDI DI KAN DASAR

Pasal |

Menyi si pkan ketentuan baru pada BAB VII setel ah Pasal 14 yang
di j adi kan ketentuan Pasal 14a sebagai beri kut

"Pasal 14a

(1) Bahasa pengantar dal am pendi di kan dasar adal ah Bahasa
I ndonesi a.

(2) Bahasa Daerah dapat di gunakan sebagai bahasa pengantar dal am
tahap awal pendi di kan dan sejauh di perl ukan dal am penyanpai an



penget ahuan dan/atau keteranpil an tertentu.

(3) Bahasa Inggris dapat di gunakan sebagai bahasa pengant ar
sej auh di perl ukan dal am penyanpai an penget ahuan dan/ at au
keteranpilan tertentu.

(4) Pel aksanaan ket entuan sebagai mana di maksud dal am ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri."

Pasal 11

Peraturan Penerintah ini nulai berlaku pada tanggal di
undangkan. Agar setiap orang nenget ahui nya, menerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penenpat annya

dal am Lenbaran Negara Republik | ndonesi a.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO
Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARI S NEGARA
REPUBLI K | NDONESI A

ttd
SAADI LLAH MJRSJI D

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 1998 NOMOR 90

Sal i nan sesuai dengan aslinya
SEKRETARI AT KABI NET Rl
Kepal a Bi ro Hukum
Dan Perundang-undangan

Lanmbock V. Nahatt ands

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1990
TENTANG PENDIDIKAN DASAR
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Era gl obal i sasi yang nenbawa pengaruh dengan neni ngkat nya
hubungan kerjasama antar bangsa nenyebabkan perubahan dal am
kebi j akan Pemerintah | ndonesia, termasuk kebijakan dal am bi dang
pendi di kan dasar. Pengaruh yang sangat kuat pada unmummya adal ah
perl unya neni ngkat kan kual itas sunber daya manusi a yang di perlu
kan sel ai n untuk penbangunan Nasi onal, juga untuk menghadap

per sai ngan dari negara-negara | ain dal am pasar bebas.

Per ubahan kebijakan dal am bi dang pendi di kan dasar perlu diberi
dukungan dal am bent uk peraturan perundang-undangan, dengan

nmel akukan penyesuai an terhadap peraturan perundang-undangan yang
ber| aku. Perubahan yang dil akukan terhadap Peraturan Penerintah
Normor 28 Tahun 1990 ini adal ah dengan nenanbahkan ketentuan baru
nmengenai bahasa pengantar dal am penyel enggaraan pendi di kan dasar

Penyel enggar aan pendi di kan pada umummya sangat nenerl ukan dana,
apal agi bagi peni ngkatan kualitasnya. O eh karenanya, kepada
badan penyel enggara perlu diberi kan kesenpatan untuk nenupuk
kemanmpuan di bi dang dana tersebut nelalui kegiatan antara lain
penyertaan nodal dal am badan- badan usaha atau nel al ui pem |li kan
saham dal am Perseroan Terbatas. Tujuannya agar badan penyel eng-
gara pendi di kan dapat nem |i ki kekayaan atau sunber dana yang
cukup guna nemgj ukan pendi di kan. Sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan di bi dang perpaj akan, keuntungan yang diterina
dari hasil kegiatan serupa itu atau dari penerimaan devi den, dan
sej auh tetap di gunakan untuk kepentingan pendi di kan, dapat di per-
ti mbangkan untuk di beri keringanan perpaj akan

PASAL DEM PASAL

Pasal |
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
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